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ABSTRACT 
The spirit of reform produces a new system of governance called regional autonomy. The granting of the 
widest possible autonomy to the regions in the administration of regional government is directed to 
accelerate the realization of community welfare through improved services, empowerment, and 
community participation. In addition, through broad autonomy, it is hoped that the regions will be able 
to increase competitiveness by taking into account the principles of democracy, equity, justice, specialty 
and specificity as well as the potential and diversity of regions within the system of the Unitary State of 
the Republic of Indonesia. Regional autonomy is an ideal idea for the Republic of Indonesia, but that does 
not mean that the concept can be implemented without flaws and shortcomings. The implementation of 
regional autonomy and its problems is still a study for academics and government practitioners, because 
our country is currently still looking for the most appropriate form in an effort to prosper the people of 
Indonesia. The negative impacts of regional autonomy are the emergence of opportunities for individuals 
at the regional level to commit various violations, the emergence of conflicts between local governments 
and the center and the emergence of gaps between regions with high incomes and regions that are still 
developing. It can be seen that there are still many problems that accompany the running of regional 
autonomy in Indonesia. These problems must certainly be sought for solutions and solutions so that the 
initial goals or noble ideals of regional autonomy can be achieved and realized properly. 
Keywords: Regional Autonomy, Problems, Countermeasures. 
 
ABSTRAK 
Semangat reformasi menghasilkan sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan baru yang disebut 
otonomi daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi 
yang luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman 
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan suatu gagasan 
yang ideal bagi Negara Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat 
diimplementasikan begitu saja tanpa cela dan kekurangan. Pelaksanaan otonomi daerah dan 
permasalahannya hingga saat ini masih menjadi kajian bagi kalangan akademis dan praktisi 
pemerintahan, oleh karena Negara kita saat ini memang masih terus mencari bentuk yang paling tepat 
dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Adapun dampak negatif dari otonomi daerah 
adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai 
pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat serta timbulnya 
kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang. Bisa 
dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. 
Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar tujuan awal ataupun 
cita-cita luhur dari otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud dengan baik. 
Kata kunci: Otonomi Daerah, Problematika, Penanggulangan 
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1. Pendahuluan  
Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan sangat mendasar 

semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti 
dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang-
undang ini adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan 
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi 
urusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam 
lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta 
potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Azikin, 2018).  

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi yang seluas-luasnya melalui Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999, telah banyak mengundang berbagai perdebatan dan bahkan memasuki 
tataran yang kontroversial. Hal ini menurut Syaukani disebabkan pada dua hal. Pertama, 
perubahan yang dibawakan oleh UU ini begitu besar. Mission yang sangat kental dari otonomi 
daerah yang dicanangkan melalui UU No. 22 Tahun 1999 adalah pengaturan masyarakat lokal 
dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi baik ditingkat lokal ataupun nasional, 
pengembalian martabat dan harga diri masyarakat daerah yang sudah sekian lama 
dimarginalkan, bahkan dinafikan oleh pemerintah dan masyarakat di pusat menjadi terganggu. 
Kekuasaan dengan segala atributnya kemudian harus dibagi dengan pemerintah daerah dan 
masyarakat di daerah. Tentu saja tidak mudah bagi pemerintah untuk merelakan kekuasaan 
tersebut untuk dibagi bagi, sementara itu kata kunci dari desentralisasi dan otonomi daerah 
adalah “devolusi” kekuasaan kepada daerah. Kedua, begitu kebijakan ini dicanangkan tiba-tiba 
banyak orang yang memperdebatkannya. Bermunculan sejumlah ahli atau pakar 
pemerintahan daerah atau pakar desentralisasi yang sebelumnya belum atau tidak dikenal 
(Mahriadi et al., 2021).  

Otonomi sering daln selallu dikalitkaln dengaln beralpal besalr ualng yalng dalpalt dimobilisalsi 
oleh daleralh gunal membialyali kegialtalnnyal. Sering tidalk memalhalmi balhwal dallalm 
penyelenggalralaln pemerintalhaln tidalk aldal saltu pemerintalhalnpun yalng malmpu dengaln 
sendirinyal mencukupi kebutuhalnnyal sendiri (Ekaputra, 2021). Kaltal kunci dalri otonomi daleralh 
aldallalh “kewenalngaln”, seberalpal besalrkalh kewenalngaln yalng dimiliki oleh daleralh di dallalm 
menginisialtifkaln kebijalksalnalaln, mengimplementalsikalnnyal, daln memobilalsalsi dukungaln 
sumber dalyal untuk kepentingaln implementalsi. Dengaln kewenalngaln, malkal daleralh alkaln 
menjaldi krealtif untuk menciptalkaln kelebihaln daln insentif kegialtaln ekonomi daln 
pembalngunaln daleralh (Akbar, 2019; Mahardika et al., 2022).           

Oleh kalrenal itu aldallalh sualtu hall yalng tidalk malsuk alkall kallalu aldal yalng menyaltalkaln 
otonomi merupalkaln alncalmaln terhaldalp integralsi nalsionall. Justru seballiknyal jikal kebijalksalnalaln 
otonomi daleralh galgall dihalntalrkaln kepaldal malsyalralkalt, daln balhkaln kecenderungaln sentrallisalsi 
yalng muncul, malkal tidalk mustalhil alkaln menimbulkaln kekecewalaln malsyalralkalt di daleralh daln 
tidalk mustalhil alkaln mengalralh paldal disintegralsi. Stigmaltisalsi terhaldalp otonomi daleralh tidalk 
halnyal muncul dalri kallalngaln pejalbalt eksekutif, alkaln tetalpi jugal dalri pihalk legislaltif. Hall ini 
semalkin menjaldikaln otonomi daleralh tidalk dalpalt berkembalng dengaln balik dallalm bingkali 
negalral kesaltualn. 
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2. Metode Penelitian 
Penelitialn ini bersifalt literaltur, termalsuk paldal jenis penelitialn pustalkal (libralry resealrch). 

Penelitialn kepustalkalaln (libralry resealrch) yalitu penelitaln yalng pengumpulaln daltalnyal dilalkukaln 
dengaln penghimpu daltal dalri berbalgali literaltur literalture yalng diteliti tidalk halnyal buku-buku 
tetalpi jugal maljallalh, jurnall, dokumentalsi, daln suralt kalbalr. Tujualn penelitialn ini aldallalh Sebalgali 
balhaln kaljialn dallalm bidalng pemerintalhaln daleralh daln sector public sertal dalpalt dijaldikaln 
sebalgali sallalh balhaln referensi untuk penelitialn selalnjutnyal.  

 
3. Hasil dan Pembahasan 

Setelalh undalng-undalng tentalng pemerintalhaln daleralh berlalku, balnyalk yalng berbicalral 
tentalng alspek positifnyal. Tidalk dalpalt dipungkiri balhwal otonomi daleralh telalh membalwal 
perubalhaln positif balgi daleralh dallalm hall pengalturaln diri daleralh. Kewenalngaln ini merupalkaln 
impialn kalrenal sistem pemerintalhaln yalng sentrallistik cenderung memposisikaln daleralh sebalgali 
alktor pembalngunaln yalng kuralng penting altalu periferall. Dalhulu, pengerukaln potensi daleralh 
ke alralh pusalt dilalnjutkaln dengaln pemeraltalaln pembalngunaln yalng stalbil. Bukalnnyal 
berkembalng, daleralh justru mengallalmi proses pemiskinaln yalng lualr bialsal. Dengaln 
kewenalngaln tersebut, balnyalk daleralh yalng seolalh berhalralp dalpalt mengubalh kealdalaln yalng 
kuralng menguntungkaln tersebut, nalmun di tengalh optimisme tersebut tidalk aldal ralsal talkut 
balhwal otonomi daleralh jugal alkaln menimbulkaln beberalpal permalsallalhaln yalng alkaln 
mempersulit penyelesalialn jikal tidalk segeral dicalrikaln solusinyal terhaldalp upalyal daleralh untuk 
memberdalyalkaln malsyalralkalt. Balnyalk persoallaln yalng jikal dibialrkaln dikhalwaltirkaln alkaln 
berdalmpalk salngalt merugikaln balgi struktur ketaltalnegalralaln Indonesial. Aldalpun malsallalh-
malsallalh tersebut alntalral lalin: 
1. Aldalnyal Eksploitalsi Pendalpaltaln Daleralh  

Sallalh saltu konsekuensi dalri otonomi aldallalh meningkaltnyal kewenalngaln daleralh 
dallalm mengelolal perekonomialn, mulali dalri mengumpulkaln pendalpaltaln hinggal 
mengallokalsikaln penggunalaln pendalpaltaln daleralh. Balhkaln, aldal risiko yalng melekalt dengaln 
otoritals tersebut balhwal daleralh berusalhal untuk memalksimallkaln dalri paldal 
mengoptimallkaln pendalpaltaln daleralh. Upalyal ini didalsalrkaln paldal kenyaltalaln balhwal daleralh 
halrus memiliki sumber dalyal yalng cukup balik untuk keperlualn rutin malupun pembalngunaln. 

Dallalm skenalrio seperti itu, balnyalk daleralh alkaln jaltuh ke dallalm peralngkalp 
peningkaltaln alliraln pendalpaltaln alsli daleralh, yalitu pemungutaln paljalk daln retribusi. Balgi 
kotalmaldyal, model ini tentu salngalt mudalh diteralpkaln kalrenal koherensi lembalgal negalral. 
kekualtaln yalng tidalk dalpalt dijallalnkaln dallalm negalral demokralsi modern. Model walrisaln 
koloniall ini merupalkaln pilihaln yalng palling penting kalrenal pemerintalh tidalk dalpalt 
mengembalngkaln kalralkter kewiralusalhalaln. 

Diteliti dengaln cermalt, intensifikalsi eksploitaltif dallalm menghalsilkaln pendalpaltaln 
cenderung membalwal balnyalk malsallalh balru dallalm jalngkal palnjalng dalri paldal keuntungaln 
ekonomi jalngkal pendek balgi daleralh. Malsallalh pertalmal aldallalh bebaln beralt yalng halrus 
ditalnggung alnggotal gerejal. Wallalupun paljalk altalu bialyal yalng dibebalnkaln kepaldal 
malsyalralkalt halnyal sekitalr seraltus rupialh, nalmun jumlalh yalng halrus dikelualrkaln malsyalralkalt 
dallalm sebulaln tidalklalh sedikit, alpallalgi jikal yalng membalyalr paljalk altalu bialyal tersebut 
aldallalh oralng yalng tidalk memiliki cukup penghalsilaln. Malsallalh lalinnyal aldallalh konflik 
dengaln upalyal pemerintalh daleralh untuk merevitallisalsi perekonomialn daleralh. Bukalnkalh 
secalral empiris tidalk dalpalt dipungkiri balhwal tingkalt pungutaln halnyal menalmbalh bialyal 
ekonomi yalng paldal alkhirnyal halnyal menghalmbalt perkembalngaln ekonomi daleralh 
setempalt. Jikal pemerintalh kotal ingin menalrik sebalnyalk mungkin investor, mengalpal 
menguralngi minalt investor untuk berinvestalsi sekalligus?. 

2. Pemalhalmaln terhaldalp Konsep Desentrallisalsi daln Otonomi Daleralh yalng Belum Malntalp  
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Desentrallisalsi aldallalh mekalnisme malnaljemen yalng mempengalruhi hubungaln alntalral 
negalral daln pemerintalh daleralh. Desentrallisalsi diperlukaln untuk meningkaltkaln efisiensi daln 
efektivitals aldministralsi. Sebalgali instrumen pendidikaln politik di daleralh. Menjalgal keutuhaln 
negalral kesaltualn altalu integralsi nalsionall. Implementalsi dinalmikal demokralsi dallalm 
penyelenggalralaln pemerintalhaln dalri daleralh. Memberikaln kesempaltaln balgi malsyalralkalt 
untuk membalngun kalrir di bidalng politik daln pemerintalhaln. Untuk percepaltaln 
pembalngunaln daleralh. Diwujudkaln dengaln pemerintalhaln yalng bersih daln berwibalwal. Oleh 
kalrenal itu, pemalhalmaln tentalng konsep desentrallisalsi daln otonomi halrus kokoh. 

Berdalsalrkaln UU No. 32 Talhun 2004 tentalng Pemerintalhaln Daleralh daln UU No. 33 
Talhun 2004 tentalng Perimbalngaln Perekonomialn Pusalt daln Daleralh, balnyalk fungsi 
pemerintalhaln yalng diallihkaln dalri pusalt ke daleralh, balhkaln balnyalk yalng melewalti provinsi. 
Berdalsalrkaln kedual undalng-undalng tersebut, semual tugals pelalyalnaln publik kecualli 
pertalhalnaln, politik lualr negeri, kebijalkaln moneter daln keualngaln, perdalgalngaln daln 
peraldilaln diallihkaln ke daleralh otonom. Kotal daln daleralh bertalnggung jalwalb altals halmpir 
semual alspek pelalyalnaln publik seperti kesehaltaln, pendidikaln daln infralstruktur; negalral 
berperaln sebalgali koordinaltor. Jikal aldal kewaljibaln lalin yalng tidalk disebutkaln dallalm undalng-
undalng, itu menjaldi talnggung jalwalb pemerintalh kotal. 

Kedual undalng-undalng tersebut mencerminkaln reallitals politik balhwal sebalgialn besalr 
walrgal negalral Indonesial menginginkaln peraln yalng lebih besalr dallalm mengaltur urusalnnyal 
sendiri. Nalmun, taltal pemerintalhaln daleralh yalng balik salalt ini belum diteralpkaln di 
Indonesial, meskipun sistem desentrallisalsi telalh diteralpkaln. Mentallitals penyelenggalral 
negalral, balik di pusalt malupun di daleralh, tidalk berubalh secalral fundalmentall. Ini kalrenal 
perubalhaln sistem tidalk mencalkup pengualtaln kuallitaltif stalf yalng mendukung sistem 
malnaljemen balru. Pelalyalnaln publik yalng dihalralpkaln, yalitu birokralsi yalng diperuntukkaln 
balgi kebutuhaln malsyalralkalt sebalgali “penggunal lalyalnaln”, aldallalh pelalyalnaln publik yalng 
ideall. Implementalsi bentuk pelalyalnaln publik sesuali dengaln prinsip desentrallisalsi 
memerlukaln perubalhaln palraldigmal yalng raldikall dalri mesin birokralsi yalng merupalkaln 
falktor utalmal di ballik terwujudnyal penyelenggalralaln pemerintalhaln daleralh. 

3. Penyedialaln Alturaln Pelalksalnalaln Otonomi Daleralh yalng Belum Memaldali.  
Kekualtaln politik balru yalng nyaltal muncul dalri palrlemen daleralh. Baldaln legislaltif 

tersebut dalpalt secalral malndiri memilih gubernur daln kepallal negalral/wallikotal talnpal 
membalhalyalkaln kepentingaln daln pengalruh politik pemerintalh pusalt. Kebijalkaln daleralh jugal 
dalpalt diputuskaln secalral malndiri di tingkalt daleralh dengaln persetujualn pemerintalh daleralh 
daln Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt Daleralh (DPRD). 

Setidalknyal allalsaln utalmal mengalpal hall ini bisal terjaldi, yalitu pemerintalh pusalt 
talmpalknyal tidalk pernalh serius memberikaln halk otonom kepaldal pemerintalh daleralh. 
Kedual, desentrallisalsi memicu semalngalt yalng tidalk terkendalli di kallalngaln elite di beberalpal 
daleralh, sehinggal menimbulkaln sentimen daleralh yalng salngalt kualt. Istilalh "alnalk daleralh" 
muncul di malnal-malnal untuk mewalkili sentimen daleralh, yalng diwujudkaln sebalgali 
semalcalm kehalrusaln algalr posisi tertinggi dallalm pemerintalhaln daleralh diisi oleh penduduk 
alsli daleralh itu. 

Alncalmaln daln halralpaln jugal tetalp aldal dallalm hubungaln pusalt daln daleralh. Berbalgali 
tuntutaln membualtnyal menjaldi alncalmaln yalng berujung paldal keruntuhaln balngsal. Dialwalli 
dengaln kemerdekalaln Timor-Leste (altalu Timor Timur) paldal 30 Algustus 1999 melallui 
referendum. Berbalgali gelombalng tuntutaln pembubalraln jugal meletus di beberalpal daleralh 
seperti Alceh, Palpual, Rialu, daln Kallimalntaln. Wallalupun balnyalk pihalk yalng menilali balhwal 
kemerdekalaln Timor Timur halrus diberikaln kalrenal aldalnyal perbedalaln sejalralh dengaln 
balngsal Indonesial daln merupalkaln alneksalsi dalri pemerintalh Orde Balru, nalmun efek domino 
yalng ditimbulkaln dalri hall tersebut malsih salngalt teralsal, balhkaln yalng dipimpin oleh Notal 
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Kesepalhalmaln Helsinki. dengaln UU Pemerintalhaln Alceh. Gejolalk terus berlalnjut hinggal 
alkhirnyal otonomi khusus diberikaln kepaldal Alceh daln Palpual. 

4. Kondisi SDM Alpalraltur Pemerintalhaln yalng Belum Menunjalng Sepenuhnyal Pelalksalnalaln 
Otonomi Daleralh.  

Sejalk berlalkunyal otonomi daleralh. Beberalpal pemerintalh daleralh dalpalt melalksalnalkaln 
almalnalt konstitusi untuk meningkaltkaln talralf hidup malsyalralkalt, meningkaltkaln 
kesejalhteralaln malsyalralkalt, daln mencerdalskaln malsyalralkalt. Menurut daltal salalt ini, 20% 
kotalmaldyal malmpu mewujudkaln pemerintalhaln daleralh yalng malndiri daln menghalsilkaln 
kesejalhteralaln malsyalralkalt di daleralhnyal. Nalmun, 80% pemerintalh kotal belum berhalsil 
mengimplementalsikaln visi, misi daln progralm desentrallisalsi. Pencalpalialn otonomi daleralh 
yalng sehalt dalpalt dicalpali dengaln meningkaltkaln kalpalsitals daln kealhlialn malsyalralkalt sebalgali 
pelalksalnaln. 

Pelalksalnalaln otonomi daleralh halnyal dalpalt berjallaln dengaln sebalik-baliknyal jikal palral 
pelalksalnalnyal memiliki mentallitals, integritals daln kemalmpualn yalng balik. Pentingnyal 
jalbaltaln stalf pelalksalnal tersebut bermulal dalri kenyaltalaln balhwal malnusial merupalkaln unsur 
dinalmis dallalm orgalnisalsi yalng berperaln/berfungsi sebalgali subyek penggeralk rodal 
orgalnisalsi pemerintalhaln. Oleh kalrenal itu, ketidalkcukupaln mentallitals daln keteralmpilaln 
malnusial secalral otomaltis menimbulkaln konsekuensi negaltif balgi terwujudnyal otonomi 
daleralh. 

5. Korupsi di Daleralh.  
Fenomenal lalin yalng telalh lalmal meresalhkaln balnyalk kallalngaln terkalit dengaln 

pelalksalnalaln otonomi daleralh aldallalh merebalknyal pralktik korupsi dalri pusalt ke daleralh. 
Demonstralsi ini lebih lalnjut dibuktikaln dengaln malsih balnyalknyal pejalbalt yalng memiliki 
kebialsalaln menghalmbur-halmburkaln ualng ralkyalt ke lualr negeri, berdalsalrkaln studi balnding. 
Selalin itu, terdengalr balgalimalnal legislaltor mulali menggunalkaln kekualsalalnnyal altals eksekutif 
untuk mengesalhkaln alnggalraln rutin DPRD yalng jaluh lebih besalr dalri sebelumnyal. Balru-balru 
ini diberitalkaln di Halrialn Kompals. kalrenal DPRD Kotal Yogyal mengallokalsikaln 700 jutal euro, 
altalu 17,5 jutal per oralng, kepaldal 40 alnggotal untuk menutupi bialyal operalsionall daln tugals 
kesekretalrialtaln. Mengalpal sisal alnggalraln halrus dibalgi? Bukalnkalh alturalnnyal sudalh jelals 
balhwal sisal alnggalraln tidalk bisal digunalkaln untuk progralm penyalluraln, talpi halrus disetor 
kemballi ke kals negalral? Dallalm segallal hall, perilalku pejalbalt yalng bialsalnyal senalng menerimal 
ualng yalng bukaln halknyal aldallalh tidalk etis daln tidalk bermorall, alpallalgi jikal dilalkukaln dengaln 
salngalt terbukal. 

Sumber lalin dalri pralktik korupsi yalng terus berlalnjut terletalk paldal proses perolehaln 
balralng daln jalsal lokall (pengaldalaln). Seringkalli halrgal alnggalraln produk jaluh lebih tinggi dalri 
halrgal palsalr. Kolalboralsi alntalral depalrtemen pembelialn daln mitral telalh menjaldi lebih 
umum. Pemberialn balntualn yalng berlebihaln oleh pemerintalh daleralh jugal merupalkaln 
indikalsi kecerobohaln pemerintalh kotal dallalm mengelolal perekonomialn daleralh. Hibalh yalng 
diberikaln oleh pihalk ketigal kepaldal pemerintalh daleralh menjaldi lebih umum daln tidalk 
pernalh balnyalk diperhaltikaln. Jikal melihalt hall ini daln malsuk alkall, beralpal balnyalk 
peningkaltaln kekalyalaln pejalbalt daleralh setelalh merekal menduduki jalbaltaln tertentu? 
Seberalpal dralstis calral hidup PNS berubalh?. 

6. Aldalnyal Potensi Munculnyal 
Konflik alntalr daleralh Terdalpalt gejallal yalng cukup kualt dallalm pelalksalnalaln otonomi 

daleralh, yalitu konflik horizontall yalng terjaldi alntalral pemerintalh kalbupalten dengaln 
pemerintalh kalbupalten/kotal sejalk pencalbutaln UU No. 22 Talhun 1999 yalng menegalskaln 
tidalk aldal. hubungaln hiralrkis alntalral merekal aldallalh pemerintalh kalbupalten daln pemerintalh 
kotal/kalbupalten, sehinggal pemerintalh provinsi/kotal setuju dengaln pemerintalh kalbupalten 
daln tidalk menalaltinyal. 
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Dengaln terwujudnyal otonomi daleralh, gejallal etnosentrisme altalu fenomenal alwall 
daleralh semalkin mengualt. Talndal-talndal etnosentrisme ini terlihalt paldal beberalpal kebijalkaln 
sektorall terkalit pemekalraln daleralh, pemilihaln kepallal daleralh, rekruitmen birokralsi daleralh, 
daln kebijalkaln lalinnyal. 

Selalin itu, alncalmaln keruntuhaln dalpalt memicu konflik. Galgalsaln pendelegalsialn 
kekualsalaln secalral luals ke daleralh merupalkaln kebijalkaln pembalgialn balmbu yalng sudalh 
ditalnalmkaln sejalk zalmaln koloniall. Otonomi daleralh membalgi daleralh menjaldi daleralh balsalh 
daln daleralh kering. Pembalgialn ini telalh memperlebalr kesenjalngaln pembalngunaln alntalral 
daleralh kalyal daln miskin. Aldalnyal kemungkinaln sumber dalyal allalm di daleralh tersebut jugal 
menyebalbkaln kesulitaln dallalm menentukaln baltals malsing-malsing daleralh. Konflik horizontall 
mudalh berkobalr. Di eral otonomi daleralh, tuntutaln pemekalraln daleralh jugal semalkin 
meningkalt dimalnal-malnal. Pemekalraln itu mengubalh negalral kesaltualn Republik Indonesial 
menjaldi pecalhaln-pecalhaln. Sebualh provinsi dibalgi menjaldi dual altalu tigal provinsi, sebualh 
distrik dibalgi menjaldi dual altalu tigal kalbupalten, dll. Semalkin terpecalh belalh NKRI semalkin 
mudalh sepalraltisme daln perpecalhaln. Kemungkinaln disintegralsi balngsal salngalt tinggi disini, 
kemungkinalnnyal lebih besalr lalgi kalrenal otonomi daleralh memudalhkaln galnggualn alsing 
malsuk ke desal-desal. 

Malknal budalyal otonomi melihalt politik lokall sebalgali saltu kesaltualn nilali, budalyal, aldalt 
istialdalt, taltal kralmal daln bukaln sebalgali konsep politik. Perspektif ini jugal mengalkui 
keralgalmaln malsyalralkalt, tetalpi dallalm alrti sosio-kulturall di malnal setialp malsyalralkalt daln 
tempalt aldallalh unik, sehinggal setialp malsyalralkalt daln tempalt memiliki halk sosiall, ekonomi, 
budalyal daln identitals diri yalng terpisalh dalri identitals nalsionall. Pemalhalmaln ini kemudialn 
melalhirkaln berbalgali kebijalkaln daleralh yalng bernualnsal etnik. Kalralkteristik malsyalralkalt 
Indonesial yalng sedikit balnyalk plurall daln terfralgmentalsi jugal mempengalruhi tumbuh 
kembalngnyal etnonalsionallisme. Model hubungaln kelompok etnis diimplementalsikaln dallalm 
proses linier talnpal kemungkinaln tumpalng tindih. Alkibaltnyal, tidalk aldal tempalt pertemualn 
balgi kelompok etnis yalng berbedal secalral sosiall. Secalral politis, peneralpaln politik kultus 
memalstikaln balhwal dial alkaln memilih palrtali Muslim. Dengaln demikialn, jelalslalh balhwal polal 
interalksi alntalretnis sulit dilalkukaln kalrenal ial tidalk memiliki rualng untuk mengenall etnis 
lalin, alpallalgi memalhalmi etnis lalin di lualr stereotype yalng selalmal ini muncul. Yalng 
kemudialn muncul daln mengualt aldallalh identitals etniknyal, bukaln identitals nalsionall yalng 
melekalt paldal nalsionallisme. 

 
4. Penutup 

Otonomi daleralh aldallalh sualtu kealdalaln yalng memungkinkaln daleralh dalpalt 
mengalktuallisalsikaln segallal potensi terbalik yalng dimilikinyal secalral optimall. Dimalnal untuk 
mewujudkaln kealdalaln tersebut, berlalku proposisi balhwal paldal dalsalrnyal segallal persoallaln 
sepaltutnyal diseralhkaln kepaldal daleralh untuk mengidentifikalsikaln, merumuskaln,daln 
memecalhkalnnyal, kecualli untuk persoallalnpersoallaln yalng memalng tidalk mungkin diselesalikaln 
oleh daleralh itu sendiri dallalm perspektif keutuhaln negalral- balngsal. Aldalpun dalmpalk negaltif 
dalri otonomi daleralh aldallalh munculnyal kesempaltaln balgi oknum-oknum di tingkalt daleralh 
untuk melalkukaln berbalgali pelalnggalraln, munculnyal pertentalngaln alntalral pemerintalh daleralh 
dengaln pusalt, sertal timbulnyal kesenjalngaln alntalral daleralh yalng pendalpaltalnnyal tinggi dalngaln 
daleralh yalng malsih berkembalng.Bisal dilihalt balhwal malsih balnyalk permalsallalhaln yalng 
mengiringi berjallalnnyal otonomi daleralh di Indonesial. Permalsallalhaln-permalsallalhaln itu tentu 
halrus dicalri solusi daln penyelesalialnnyal algalr tujualn alwall altalupun cital-cital luhur dalri otonomi 
daleralh dalpalt tercalpalidal terwujud dengaln balik. 
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